BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 177 /BKBP/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

Menimbang :

Mengingat

a.

Y.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertangungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertangungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik yang mengamanatkan bahwa pembentukan tim verifikasi
kelengkapan administrasi  pengajuan  pemohonan  bantuan
keuangan partai politik tingkat Kabupaten ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
pembentukan tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan
permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);



Menetapkan
KESATU

4.

wn

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor |
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertangungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertangungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Sclatan
Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018
Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Membentuk tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan
permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan int.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

1. Memverifikasi kelengkapan administrasi/berkas pengajuan
permohonan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

2. Membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi
pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik
tingkat kabupaten dan menvampaikan kepada Bupati.

Biaya vang timbul akibat ditetapkannya Keputusan inj
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer:
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

WILDAN ASWAN TANJUNG




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR  :188.45/1FT /BKBP/ 2018
TANGGAL : [7 Me 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

Ketua . Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Wakil Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu
Selatan.

Sekretaris . Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

Anggota - 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

wn

. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan K

2. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten;
3
4. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karelfer

Kepala Bagian Hukum Setdakab;

Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

.Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budgya dan

Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa

. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspaddan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

angan dan Aset
Daerah.

PATI LABU %ﬁ%h’ﬂj SELATAN,

WILDAN ASWAN TANJUNG



